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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis 

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 

berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau 

mendapat akhiran - an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. 

Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai 

menurut hukum atau yang ditetapkan oleh UU. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau 

penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu 

menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. 

Tinjauan Yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti 

dan cermat, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-

undang. Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan 

mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti 

terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - 

tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak 

pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.  
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2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana  

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu “straftbaar feit” atau “delict”.Tindak pidana adalah gambaran 

pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, 

kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau prilaku yang bertentangan 

dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena 

sanksi/pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak 

pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Tindak pidana ini merupakan istilah 

yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. 

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dan 

diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus 

pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh 

atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-

citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus 

mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur 

materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat 

atau dengan singkatnya dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum.
4
 

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar secara yuridis, berbeda 

dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.Secara yuridis formal, tindak 

                                                           
4
Moejatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56 
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kejahatan merupakan bagian dari bentuk tingkah laku yang melanggar ketentuan 

dalam hukum pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh UU 

harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana atau 

sanksi yang tegas.
5
 

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu 

tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan 

dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta 

dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, 

kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.
6
 

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di 

Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:  

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum 

Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh 

pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-

sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena 

tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.
7
 

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

                                                           
5
P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta 

Bakti, Bandung, 1996, hlm.7 
6
S.R. Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit 

Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1986, hlm.211 
7
Wirjono & Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2017, hlm. 1 
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pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi 

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai 

perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of 

legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang 

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 

kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 

sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang 

UU. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin 

dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak 

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal 

perundang-undangan yang ada.
8
 

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada 

umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak 

pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu: 

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.  

                                                           
8
Adami Chazawi, 2015, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 

78 
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b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan 

tersebut dilakukan oleh si pelaku.
9
 

Dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).  

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.  

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain.  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.  

5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.  

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:  

a. Sifat melanggar hukum  

b. Kualitas dari si pelaku  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat.
10

 

 

                                                           
9
P.A.F. Lamintang 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. 

Citra Aditya Bakti. hlm. 193 
10

Ibid, hlm 187 
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2.3 Tindak Pidana Ringan  

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana 

Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan.
11

 

Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk 

dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi 

“ancaman pidananya”. Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan 

sulit ditemukan dalam KUHP, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan 

hukum dalam KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP warisan Hindia 

_Belanda. Dalam KUHP, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis 

perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan 

ringan, dsb.  

Perluasan pemahaman tentang tindak pidana ringan ini sebenarnya 

menggunakan pendekatan kajian terminologi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 

pada KUHAP. Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya 

faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani 

oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan 

perundangan-undangan yang lama. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menurut 

Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan. Pemahaman tentang tindak 

pidana ringan menurut KUHAP dijelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.29 

                                                           
11

Yahya Harahap. 2019, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar 

Grafika. Jakarta, hlm. 99 
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Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara 

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan 

dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan 

ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.  

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, 

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana 

ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau 

kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima 

ratus rupiah dalam KUHP. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal 

yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan 

dalam KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam 

bentuk Tindak Pidana Ringan , antara lain:   

a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;  

b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;  

c. Pasal 364 : Pencurian Ringan;  

d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;  

e. Pasal 379 : Penipuan Ringan;  

f. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;  

g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;  

h. Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan  

i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan  
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Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan 

muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHAP dimana kategori Tindak Pidana 

Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan 

paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara 

cepat dengan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara tersebut , yang selanjutnya nilai denda menurut KUHP 

dilipatgandakan menjadi 10.000 (kali) dalam Perma ini, sehingga dengan 

sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga 

banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri 

tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus 

tindak pidana ringan. 

Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut 

umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan 

apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan begitu, asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan akan 

tercapai.  

2.4 Tindak Pidana Pencurian  

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang 

mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik 

orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. 
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Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin 

atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
12

 

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP 

adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 

362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu 

pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang 

diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. 

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang untuk mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang 

lain dengan melawan hukum
13

. Sasaran pencurian ditujukan bukan pada unsur 

manusia, melainkan yang menjadi sasaran adalah unsur kebendaan yang selalu 

dihubungkan dengan nilai uang. Pencurian adalah suatu perbuatan yang tercela 

dan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. 

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan 

dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk 

pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya 

atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun 

atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci 

rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya 

suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara 

                                                           
12

Adami Chazawi, 2017, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 112-114 
13

R. Soesilo. 1967. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor. Politiea.hlm. 215 
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sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya 

maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). 

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 

pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-

unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. 

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang 

menyatakan:“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, 

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak 

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika 

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, 

karena pencurian ringan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 

enam puluh rupiah”.  

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur 

dalam pencurian ringan adalah:  

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);  

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 

(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);  

3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, 

dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;  

4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;  

5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; 

6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima 

rupiah 
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2.5 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah 

aturan tertulis berupa PERMA RI Nomor. 02 Tahun 2012 sebagai wujud 

implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 

79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara 

khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam 

KUHP. Tujuan diterbitkannya Perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah 

hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial 

masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam 

KUHP dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini. 

Pemahaman terhadap PERMA Nomor 02 Tahun 2012 perlu juga 

disejalankan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan. Secara 

teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau 

denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh 

sebab itu subtansi PERMA Nomor 02 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada 

nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 

bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Pro-kontra yang terjadi terhadap PERMA 

Nomor 02 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila telah membaca 

secara lengkap Perma dimaksud. Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa 

penerbitan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari 

masuknya perrkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang 
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tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem 

peradilan pidana, sebagaimana disampaikan Ketua MA Harifin A. Tumpa yang 

antara lain menyatakan bahwa intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan 

penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Tipiring yang perlu 

mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai 

denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah Negara dengan 

menaikkan nilai uang. Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi 

para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat terutama bagi penyelesaian. Tipiring sesuai dengan bobot pidananya. 

Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang 

berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan 

secara tidak lansung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih 

efektif dan efisien. 

Tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak 

berbahaya. Tindak Pidana Ringan tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup 

kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, 

penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian 

ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan 

ringan. Secara spesifik, kriteria tindak pidana ringan salah satunya diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Latar belakang lahirnya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yakni upaya pemberian 
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rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara 

Tipiring.Berrkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah 

denda dalam Peraturan Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 

2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga 

peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting 

dalam sistem huum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh 

lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum 

tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui 

yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law). 

Keberadaan  PERMA  dalam  sistim  hukum  di  Indonesia  memang  tidak 

diatur  secara  jelas  namun  adanya  peraturan  yang  secara  tersirat  melegitimasi 

kewenangan    Mahkamah    Agung    untuk    mengeluarkan    suatu    peraturan 

sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  8  Undang - Undang  Nomor 12 

tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  maka  

kedudukan PERMA dalam hierarki / atau tata urutan perundang-undangan di 

Indonesia ini harus  tetap  mendapat  perhatian  walaupun  sifatnya  yang  hanya  

mengatur secara   internal   namun tidak  tertutup  kemungkinan   juga  untuk   

mengikat instansi / lembaga lain di luar lingkup pengadilan.
14

 Tujuan dari 

PERMA sendiri adalah   untuk   mengisi   kekosongan   hukum   dan   

memperlancar   jalannya peradilan di Indonesia. Dengan  adanya  ketentuan  Pasal  

8  Undang-Undang  Nomor  12 tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  
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Perundang-undangan  yang  secara  jelas mengakui  keberadaan  peraturan  lain  

termasuk  didalamnya  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  

dalam  hal  ini  adalah  PERMA  maka dengan  demikian  PERMA  memiliki  

kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan 

lembaga yang terkait. 

Kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada 

dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam 

sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya 

adalah kepolisian, kejaksaan, pengdilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan 

demikian maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat 

bagi lembaga pengadilan.  

Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap 

penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang 

diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut 

umum, akan tetapi dengan himbauan dari Mahkamah Agung kepada kepada 

seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan 

Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh 

terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan.Adanya keterkaitan yang erat antar 

fungsi dan wewenang aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, 

pengadilan) sebagaimana dimaksud dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka 

dapat dijadikan dasar diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 02 Tahun 2012 oleh penyidik dan penuntut umum.  
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Maka untuk   dapat   mengimplementasikan   PERMA   tersebut   agar 

dijalankan  oleh  instansi  di  luar  lingkup  peradilan  yang  berada  di  bawah 

Mahkamah  Agung  seperti  halnya  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  perlu  adanya 

nota    kesepakatan    yang    dibuat    antara    lembaga-lembaga    terkait    guna 

memudahkan  pengimplementasian  PERMA  tersebut.  Dalam  PERMA  Nomor 

02  Tahun  2012,  karena  substansinya  berkait  dengan  lembaga  Kepolisian  dan 

Kejaksaan  maka  nota  kesepakatan  bersama  PERMA  dibuat  antara  Ketua 

Mahkamah   Agung   Republik   Indonesia,   Menteri   Hukum   dan   Hak   Asasi 

Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepala 

Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   yang   berisi   tentang   Pelaksanaan 

Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda, 

Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif 

 Nota  kesepakatan  bersama  merupakan  komitmen  bersama  penegak 

hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 

2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda 

dalam  KUHP.  Terkait  dengan  kesepakatan  bersama  tersebut  beberapa  hal 

yang perlu dipahamiadalah bahwa PERMA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan  Jumlah Denda dalam  KUHP 

yang  akan  dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  tersesbut  pada 

dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian 

nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini 

merupakan   langkah   terobosan   dalam   menyikapi   dinamika   perkembangan 

paradigma penegakan hukum yang begitu cepat dalam mewujudkan peradilan 
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yang  tepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dengan  mengedepankan  penerapan 

keadilan restoratif. Penanganan  tindak  pidana  ringan  sebagaimana  tersebut  

dilaksanakan dengan  mekanisme  penyidik  melimpahkan  perkara  tindak  pidana  

ringan  ke pengadilan  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  atas  kuasa  penuntut  

umum  demi hukum  dan  disidangkan  dengan  hakim  tunggal  sebagaimana  

diatur  dalam Pasal  205-210  KUHAP.  Penuntut  umum  jika  menerima  

penyerahan  berkas perkara  pencurian,  penipuan,  penggeelapan  dan  penadahan  

dari  penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi objek 

perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 

(dua juta lima  ratus  rupiah)  maka  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  

perkara  ke penyidik  dengan  petunjuk  agar  dilimpahkan  ke  pengadilan  

melalui  acara pemeriksaan 

2.6 Pendekatan Restorative Justice 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang 

sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu 

tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan 

Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan 

oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang 

terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara. 

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: “Restorative justice 

has become the term generally used for an approach to criminal justice (and 

other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes 

restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA 



25 

 

restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam 

pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah 

kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan 

lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak 

pidana).
15

 

“Restorative Justice” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian 

konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia 

banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya 

tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat 

bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan 

kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai 

kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap 

tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.
16

Penyebabnya, pihak yang terlibat 

dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap 

saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru 

bagi keluarga dan sebagainya. Menurut pandangan konsep restorative justice 

penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara 

akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep 

restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah 

menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita 

oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. 
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Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu 

memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan 

masyarakat yang bersangkutan. Kedudukan keadilan restoratif pada sistem 

peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di 

dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian 

besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain 

itu, para  

pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan 

pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif 

memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan 

alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem 

hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. 

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam 

gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Mahkamah Agung.  

Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan 

lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak 

peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi 

atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif 
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(restorative justice). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib 

menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local 

wisdom)
17

. Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib 

menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam 

menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif 

(restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai 

dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama. 

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan 

perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan 

berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan 

konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan 

pidana yang menitik beratkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam 

penyelesaian suatu perkara sehingga hal tersebut bukan merupakan salah satu 

mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini. 

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana 

memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan 

korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya 

pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana 
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konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam 

penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang 

merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan 

kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan 

dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat 

ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang 

dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.
18

 

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidak-

tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan 

kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, 

korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam 

penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang 

kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan 

bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan 

individu pelaku tindak pidana”. 

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan 

perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana 

(keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, antara pelaku dan 

korban tindak pidana dapat dicapai perdamain apabila pelaku diberi kesempatan 

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara mengganti kerugian
19
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